DRAFT KESIMPULAN RDP KOMISI IX DPR RI DENGAN BADAN POM RI

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI agar meningkatkan sosialisasi atas regulasi dan standard produksi untuk makanan dan minuman yang beresiko dicampurkan dengan bahan pengawet dan bahan pewarna yang dilarang kepada produsen-produsen sehingga public warning yang dilakukan Badan POM RI disamping berdampak langsung terhadap kesiagaan masyarakat juga menjadi proteksi dini bagi produsen untuk tidak melakukan pelanggaran.

2. Komisi IX DPR mendesak Badan POM RI untuk segera mengisi jabatan-jabatan strategis yang kosong dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan professional seseorang, karena jika jabatan-jabatan ini tetap dibiarkan kosong maka dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran tugas-tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Badan POM RI.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI melakukan percepatan agar pencapaian  standar minimal laboratorium POM di 26 Balai Besar/   Balai POM dapat lebih cepat terpenuhi dengan memprioritaskan program dan kemampuan prioritas bagi laboratorium-laboratorium dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan.

4. Komisi IX DPR RI mendukung agar Badan POM RI memiliki mobile unit yang dilengkapi dengan fasilitas laboratorium mini bagi tugas pengawasan obat dan makanan di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan sarana tersebut untuk memperluas jangkauan pengawasan dan pemeriksaaan obat dan makanan.

5. Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa Pos POM di daerah perlintasan antar Negara perlu dilengkapi perlengkapan yang memadai dan kepada petugas Pos POM agar diberikan insentif. Untuk itu Komisi IX DPR RI mendukung upaya Badan POM RI berkoordinasi dengan Kementerian PAN agar hal ini dapat segera diwujudkan.

6. Komisi IX DPR RI mendesak agar Badan POM RI melakukan pengawasan yang intensif terhadap proses penyelidikan, penyidikan dan proses persidangan kasus tindak pidana pelanggaran di bidang obat dan makanan sehingga penegakan hukum dapat berlangsung secara tuntas.

